SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 41 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SECARA SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan

pembayaran pajak daerah yang dibayar
sendiri berdasarkan perhitungan oleh
Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu
dilakukan Pengawasan terhadap
kegiatan transaksi usaha wajib pajak;

bahwa untuk peningkatan tata kelola
transaksi pembayaran pajak daerah
yang lebih transparan dan
memudahkan wajib pajak untuk
membayar kewajibannya serta dalam
rangka optimalisasi peningkatan
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pendapatan pada sektor pajak, maka
perlu dilakukan transaksi pembayaran
dan pemungutan pajak melalui sistem
online;

bahwa  berdasarkan pertimbangan
huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembayaran
dan Pemungutan Pajak Daerah Secara
Sistem Online;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan
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Pengelolaan, Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang



10.

11.

12.

stk

Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 189
Tambahan Lembaran Negara Nomor
5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.05/2014  tentang  Sistem
Penerimaan Negara Secara Elektronik
(Berita Negara Tahun 2014 Nomor
200);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH SECARA SISTEM
ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah
Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah.

Kepala Badan adalah Kepala perangkat daerah
Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu
di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
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atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar
lebih dari 10 (sepuluh).

Motel adalah bentuk usaha yang menggunakan
bangunan atau sebagian dari padanya terletak di luar
kota jauh dari jalan raya dimana orang yang
berkendaraan dapat menginap serta menempatkan
kendaraannya di garasi atau dekat pintu tidurnya
dengan pembayaran.

Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan
atau sebagian dari padanya, yang khusus disediakan
untuk setiap orang dapat menginap dengan
pembayaran tanpa menyediakan fasilitas makan.

Gubuk Pariwisata adalah wusaha Hotel yang
bangunannya berbentuk rumah dan pekarangan.
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Wisma Pariwisata adalah usaha yang menggunakan
bangunan atau sebagian dari padanya, di mana setiap
orang dapat memperoleh penginapan, makan, dan
fasilitas lainnya dengan pembayaran.

Pesanggarahan adalah wusaha yang menggunakan
bangunan atau sebagian dari padanya terletak diluar
kota tidak jauh dari jalan raya dimana setiap orang
dapat beristirahat, menginap, makan dan mandi
dengan pembayaran.

Hostel adalah bentuk usaha penginapan yang murah
(biasanya mendapat bantuan dari Pemerintah) bagi
mahasiswa, karyawan yang sedang dalam pelatihan
dan sebagainya.

Pondok yaitu usaha yang menggunakan rumah tempat
tinggal di mana orang dapat memperoleh penginapan
dengan atau tanpa makan dalam rencana
kekeluargaan dengan pembayaran.

Bungalo adalah rumah yang diberikan kepada yang
mempunyai hak kebendaan atas bungalo tersebut,
mempunyai kesempatan untuk istirahat di samping
rumah tempat tingggalnya sebagai usaha penginapan
dan disewakan kepada orang lain untuk umum.

Rumah Kos adalah bangunan yang dimiliki
perorangan maupun badan hukum yang disewakan
untuk menginap dengan menarik pembayaran yang
memiliki jumlah kamar paling sedikit 10 (sepuluh)
kamar.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh Restoran.
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Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup
juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Rumah Makan adalah usaha yang menyediakan
ruangan dan menyajikan makanan dan minuman
untuk menikmatinya dengan pembayaran.

Cafetaria adalah sebagian dari bangunan atau
ruangan kantor, pertokoan atau taman yang
disediakan untuk menikmati makanan dan minuman
dengan pembayaran.

Kantin adalah usaha yang menyediakan makanan dan
minuman baik yang dimiliki swasta maupun instansi
pemerintah dengan menyediakan tempat untuk
menikmatinya dengan pembayaran.

Warung adalah usaha yang menjual berbagai jenis
makanan dan minuman baik yang menggunakan
bangunan tetap atau sementara atau tempat yang
dapat dipindah-pindahkan.

Bar adalah adalah bangunan atau sebahagian
bangunan yang digunakan untuk menjual minuman
atau tanpa makanan dengan pembayaran.

Jasa Boga/Katering adalah usaha yang menyediakan
pesanan makanan dan minuman dengan pembayaran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan.



31.

32.

33.

34.

335.

36.

37.

s 1<

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang
menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan/atau
mendengar atau menikmati atau menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh penyelenggaraan
Hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan
petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas
pengawasan.

Tanda masuk/karcis/tiket adalah suatu tanda alat
yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang
dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau
menikmati Hiburan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
Reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau
dinikmati oleh umum.

Perusahaan Jasa Periklanan adalah Badan Hukum
yang bergerak di bidang Periklanan yang memenuhi
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persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana
atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah
Reklame.

Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan
yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai
dengan pemanfaatan wilayah yang dapat
dipergunakan untuk pemasangan Reklame.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan
pembayaran pengeluaran biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara
Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga
beli bahan Reklame, konstruksi, instalansi listrik,
pembayaran /ongkos perakitan, pemancaran,
peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya
sampai dengan bangunan Reklame rampung,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau
dipasang di tempat yang telah diizinkan.

Nilai Strategis Titik Reklame adalah ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi, pemasangan Reklame
tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan
tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di
bidang usaha.
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Reklame Permanen adalah Reklame yang
diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang
digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun
serta bangunannya berkonstruksi.

Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan Reklame
yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan
baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.

Reklame Papan adalah Reklame yang terbuat dari
papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang
sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada
bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan
sebagainya baik bersinar maupun disinari.

Reklame Megatron/ Videotron/ Large Electronic
Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan
layar monitor besar berupa program Reklame atau
iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan
berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
difungsikan dengan tenaga listrik.

Reklame berjalan adalah Reklame yang ditempatkan
atau ditempelkan pada kendaraan yang
diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan
atau dengan cara dibawa oleh orang.

Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas,
plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

Reklame Baliho adalah Reklame yang berbentuk
bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam,
fiberglass/plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai
perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri
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sendiri dengan kontruksi sementara dan bersifat semi
permanen.

Reklame melekat (stiker) adalah Reklame yang
berbentuk lambaran lepas, diselenggarakan dengan
cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada
suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh
lebih dari 100 cm? perlembar.

Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk
lembaran lepas diselenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan
di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat
atau alat-alat lain yang sejenis.

Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau
dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh
perantara alat.

Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan
dengan cara menempelkan Reklame pada kendaraan
atau alat apung diatas perairan umum.

Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame
yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise
berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang
sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau
dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam
ruangan.
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Reklame Peragaan adalah Reklame yang
diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu
barang dengan atau tanpa disertai suara.

Reklame pada tembok/dinding bangunan adalah
Reklame yang diselenggarakan dengan cara lukisan
atau tulisan pada tembok/dinding bangunan yang
mempromosikan produk, jasa, orang dan sejenisnya.

Pajak  Penerangan Jalan adalah pajak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat
PLN adalah Perusahaan Listrik Negara yang beroperasi
di Kabupaten Labuhanbatu.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang
mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
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Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan dan bersifat sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang
dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
Collocalia, yaitu Collocalia fuchliap haga, collocalia
maxina, collocalia esculanta, collocalia linchi.

Pengelolaan  Burung Walet adalah rangkaian
pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung
walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan
pengambilan sarang burung walet hidup di habitat
alami dan di luar habitat alami.

Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat
burung walet hidup dan berkembang secara alami.

Di  Luar Habitat Alami Burung Walet adalah
lingkungan tempat burung walet hidup dan
berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan
Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam.
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Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu di
mana terdapat sarang burung walet baik pada habitat
alami maupun di luar habitat alami.

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau
perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP
pengganti.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.
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Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Bon Penjualan adalah bukti pembayaran vyang
sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat
oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran
atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan
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beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau
minuman kepada subjek pajak.

Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang
dilakukan dengan alat pelubang atau plong kertas
atau stempel.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek
pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang, yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat Kketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
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dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
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dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

104. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak
Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar:
asas kepentingan umum,;

asas ketertiban dan kepastian hukum;

asas proporsionalitas;

asas profesionalitas;

asas keterbukaan;dan

asas akuntabilitas.

oo o

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi
peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak
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Biaya pengadaan Alat dan Perangkat Jaringan serta
pengembangan sistem dan Biaya Perawatan Alat dan
Perangkat Jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB V
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Online

Pasal 6

Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak, Bapenda berwenang memasang alat dan
menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang
dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Online yang
dimiliki oleh Bapenda.

Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data
Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau
masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di
hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat
penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).



(1)

@

G

@)

©

N

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 7

Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan
Alat.

Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dipasang disetiap wajib pajak untuk merekam setiap
transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam
masa Pajak.

Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam
hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha
Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak
terutang.

Apabila sistem transaksi pembayaran yang

dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka

Alat akan merekam:

a  hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet)
usaha sebelum pajak; dan

b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan
pemilahan Pajak dimaksud.

Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir, maka Alat akan merekam:
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a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet)
termasuk pajak; dan

b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari
pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

BAB VI
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN
SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

() Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan
Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka
rekening pada Bank yang ditunjuk.

@ Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu
rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus
memilih salah satu rekening untuk proses Sistem
Online dan pembayaran Pajak terutang.

Bagian Kedua
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

() Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah
pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak, 1
(satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran
oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
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(2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.

(3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
Perundang- Undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

() Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang
melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib
Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berdasarkan Surat
Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada
Bank selaku penerima kuasa.

(@ Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain memuat:
a. perintah Transfer Debit;
b. besarnya Pajak yang terutang;
c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana
untuk pembayaran Pajak;
d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
e. perintah penyampaian e-SPTPD.

@ Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan
oleh Bapenda.

@ Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bapenda.

BAB VII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

©)

@

©

Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak
Pasal 11

Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan
melalui  Perintah Transfer Debit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran
Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.

Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan
Alat.

Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya.

Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah
Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja
setelah hari libur.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menggunakan formulir e-SSPD.

e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi
dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak.
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Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan
menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling
lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka
penyampaian e- SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari
kerja setelah hari libur.

e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi
dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak.

Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui

Sistem Online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hurufe.

BAB VIII

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

(1)

Pasal 13

Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan
Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak
dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki
Rekening atau membuka Rekening baru pada salah
satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
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Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus
disetorkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening

pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon
penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;

b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan di bidang
perpajakan;dan

c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan
atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Wajib Pajak berhak untuk :

a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data
transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di
bidang Perpajakan Daerah;

b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari
kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi
usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian
SPTPD;

c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari
kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill),
tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya
sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;

d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan
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daerah yang seharusnya dibayar dari setiap
transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar
pengenaan pajak daerah;

mendapatkan jaminan bahwa pemasangan
/penyambungan/ penempatan perangkat dan
sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem
yang sudah ada pada wajib pajak; dan
mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem
yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang
disebabkan bukan karena perbuatan atau
kesalahan wajib pajak.

Wajib pajak berkewajiban:

a.

b.

menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang
ditempatkan di usaha Wajib Pajak;

menyimpan data transaksi usaha atau bon
penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat
melalui call centre pada Bank tempat penyetoran
dana transaksi usaha Wajib Pajak;

memberikan informasi data transaksi, jumlah
perangkat dan sistem, serta informasi lain yang
terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran
yang dimiliki Wajib Pajak;

menerima jaringan untuk sistem pelaporan
secara online yang dilakukan oleh Bapenda;
memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam
melaksanakan sistem pelaporan secara online
seperti menginstal/ memasang/menghubung kan
perangkat dan sistem pelaporan secara online
ditempat usaha Wajib Pajak;

melaksanakan pemasukan data secara akurat
untuk setiap transaksi pembayaran yang
dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
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h. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 3 (satu kali
tiga) jam kepada Bapenda apabila perangkat
dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak
berfungsi/ beroperasi;

i. memberikan data yang dibutuhkan untuk
mengakses perangkat wajib pajak selambat
lambatnya 7 x 24 Jam ( tujuh kali dua puluh
empat jam ) setelah diterimanya surat
pemberitahuan dari Bapenda; dan

j.  diwajibkan bagi seluruh wajib pajak untuk

menyediakan mesin register.

BAB X
LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

a.

b.

menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem
Online pada tempat usaha Wajib Pajak;

mengubah atas data Sistem Online dengan cara dan
dalam bentuk apapun;

merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya
sistem dan perangkat Sistem Online yang telah
terpasang;

menggunakan alatatau sistem selain yang telah
ditetapkan oleh Bapenda;dan

mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain
tanpa seizin Bapenda.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 16
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Bupati melakukan pengawasan atas
penggunaan/penerapan alat Online Sistem pada
tempat usaha wajib pajak.

Pengawasan secara Sitem  Online  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim
untuk melakukan pengawasan dilapangan atas
penggunaan/penerapan alat Sistem Online.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan
Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan
dengan semestinya.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
dan ditetapakan oleh Bupati yang terdiri atas pihak
Internal Bapenda dan dapat menyertakan SKPD dan
Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan
Pasal 15 dapat dikenakan sanski administratif.

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemasangan tanda pada tempat usaha
Wajib Pajak;

c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib
Pajak; dan

d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
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(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didahuli dengan pemberian teguran tertulis sampai
3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7
(tujuh) hari kerja.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda
memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha
Wajib Pajak.

(5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Kepala Bapenda dapat meminta
bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Labuhanbatu untuk dilakukan penutupan
sementara tempat usaha Wajib Pajak serta
menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kabupaten Labuhanbatu untuk dilakukan Pencabutan
Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Wajib Pajak juga dapat
dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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